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KEPALA DESA KARANGSOKO
KABUPATEN TRENGGALEK
DESA KARANGSOKO

PERATURAN DESA KARANGSOKO
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGSOKO
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KARANGSOKO

	Menimbang
	:
	a
	Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Perbup 51 Tahun 2018 pasal 83 ayat 1, maka perlu menyusun Peraturan Desa tentang Laporan PertanggungJawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Karangsoko Tahun Anggaran 2023.

	
	
	b
	Bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Karangsoko Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah  dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;

	
	
	c.
	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf  a dan huruf b  perlu menetapkan Peraturan Desa Karangsoko tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Karangsoko Tahun Anggaran 2023.







	Mengingat
	:
	1.
	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

	
	
	2.
	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);


	
	
	3.
	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

	
	
	4.
	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor  41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

	
	
	5.
	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir denganPeraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

	
	
	6.
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

	
	
	7.
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

	
	
	8.
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Berita Negara  Tahun 2018 Nomor 611);

	
	
	9.
	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

	
	
	10.
	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor  21  Tahun 2020  tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

	
	
	11.
	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor  7  Tahun 2022  tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);

	
	
	12.
	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022  tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);

	
	
	13.
	Peraturan Daerah KabupatenTrenggalek Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 54);

	
	
	14.
	Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 55);

	
	
	15.
	Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 83);

	
	
	16.
	Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 51) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 31Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga AtasPeraturan Bupati Trenggalek Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 31);

	
	
	17.
	Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 19 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 19);

	
	
	18.
	Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 10);

	
	
	19.
	Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perempuan, Anak, Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya dalam Mendukung Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 Nomor 1);



	
	
	20.
	Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/JasaDi Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 17);

	
	
	21.
	Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 47 Tahun 2020 tentang Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 48);

	
	
	22.
	Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 13 Tahun 2022 tentang  Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 tanggal 1 Juli 2022 (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 15);

	
	
	23.
	Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 39 Tahun 2022 Tentang  Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 41);

	
	
	24.
	Perda Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Apbd Ta 2023 Tanggal 10 Oktober 2023 (Lembar Daerah Kab.Trenggalek Tahun 2023 Nomor 4) 

	
	
	25.
	Perbup Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Perubahan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 42 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Tahun Anggaran 2023 Apbd Ta 2023 Tanggal 10 Oktober 2023 (Berita Daerah Kab. Trenggalek Tahun 2023 Nomor 23) 

	
	
	26.
	Peraturan Desa Karangsoko Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Karangsoko Tahun 2018 Nomor);

	
	
	27.
	Peraturan Desa Karangsoko Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Karangsoko Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa Karangsoko Tahun 2019 Nomor 3 );

	
	
	28.
	Peraturan Desa Karangsoko  Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pembangunan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Karangsoko  Tahun 2022 Nomor 4  );

	
	
	29.
	Peraturan Desa Karangsoko Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Karangsoko Tahun 2023 Nomor 4);

	
	
	30.
	Peraturan Kepala Desa Karangsoko Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Desa Karangsoko Tahun 2023 Nomor 7).





Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGSOKO
dan
KEPALA DESA KARANGSOKO
MEMUTUSKAN:
Menetapkan	:	PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGSOKO TAHUN ANGGARAN 2023
Pasal 1
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut :
	1
	Pendapatan Desa
	
	Anggaran
	Realisasi

	a.
	Pendapan Asli Desa
	Rp
	417.420.600,00
	     414.820.600,00

	b.
	Pendapatan Transfer
	Rp
	1.640.974.100,00
	1.665.387.500,00

	c.
	Pendapatan Lain-lain yang Sah
	Rp
	15.872.000,00
	18.926.590,96

	 
	Jumlah Pendapatan
	Rp
	2.074.466.700,00
	2.099.134.690,96

	2.
	Belanja Desa
	 
	 
	 

	a
	Bidang Penyelenggaraan Pemdes
	Rp
	1.062.455.108,35
	1.041.984.988,20

	b
	Bidang Pembangunan Desa
	Rp
	763.726.378,00
	719.513.750,00

	c
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
	Rp
	62.690.943,00
	61.117.500,00

	d
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat
	Rp
	124.633.600,00
	113.611.650,00

	e
	Bidang Tak Terduga
	Rp
	109.287.137,17
	106.940.000,00

	 
	Jumlah Belanja
	Rp
	2.122.793.166,52
	2.043.167.888,20

	 
	Surplus /Defisit
	Rp
	(48.326.466,52)
	55.966.802,76

	3.
	Pembiayaan
	 
	 
	 

	a
	Penerimaan Pembiayaan
	Rp
	53.326.466,52
	53.326.466,52

	b
	Pengeluaran Pembiayaan
	Rp
	5.000.000,00
	0,00

	 
	Jumlah Pembiayaan
	Rp
	48.326.466,52
	53.326.466,52

	 
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran
	Rp
	0
	109.293.269,28







Pasal 2
Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari :
1. Lampiran I	: Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2023
2. [bookmark: _GoBack]Lampiran II	:  Laporan Aset Milik Desa per 31 Desember 2023.
3. Lampiran III	: Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang Masuk ke Desa.

Pasal 3
Lampiran – lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini


Pasal 4
Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan berita desa oleh Sekretaris Desa.

		Ditetapkan  di Karangsoko
		Pada  tanggal 16 Januari 2024
KEPALA DESA KARANGSOKO



S L A M E T
Diundangkan di Karangsoko
Pada tangga 16 Januari 2024
SEKRETARIS DESA KARANGSOKO


SLAMET KARYANTO
LEMBARAN DESA KARANGSOKO TAHUN 2024 NOMOR 1
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KECAMATAN TRENGGALEK
DESA KARANGSOKO
Jalan Pahlawan No.38 Tlp.(0355) 6790210


NASKAH
KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA BADAN PERMUSAWARATAN DESA 
DAN
PEMERINTAH DESA KARANGSOKO
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGSOKO 
TAHUN ANGGARAN 2023

Dalam rangka penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2023 di Desa Karangsoko Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur,, maka pada hari ini, Selasa tanggal Enam Belas bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Balai Desa Karangsoko, telah dilakukan pembahasan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangsoko Tahun Anggaran 2023 antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Pemerintah Desa, dan secara bersama-sama sepakat untuk menetapkan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2024, Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapan dan Belanja Desa Tahun 2023.
Demikian naskah kesepakatan bersama ini dibuat dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
	BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
	KEPALA DESA
KARANGSOKO

	No
	Nama
	Jabatan
	Tanda Tangan
	

	1
	AWAN RISTANTO
	Ketua BPD
	……………
	

SLAMET

	2
	ABU RASYID
	WakilKetua
	.………….
	

	3
	TOTOK HARIANTO
	Sekretaris
	……………
	

	4
	TONI SUPRIONO
	Anggota
	.............
	

	5
	SUWITO
	Anggota
	……………
	

	6
	YULIATI
	Anggota
	.............
	

	7
	MARTINI
	Anggota
	.............
	

	8
	YUNI SRI SULISTYWATI
	Anggota
	.............
	

	9
	LULUK MUNTIASIH
	Anggota
	.............
	





DOKUMEN :
MUSYAWARAH DESA
PENETAPAN PERDES LKPJ TAHUN ANGGARAN 2023
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